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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJA.lfG LEB01'G 
N0M0R 22 TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PARIWlSATA KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ REJANG Le:BONG, 

: a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Rcjang Lcbong Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka 
Peraturan Bupati Rejang Le bong Nomor 53 Tahun 2016 
tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
scrta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong 
perlu diganti untuk dlsesuaikani 

b. bahwa untuk melaksanakan kctentuan seba.gaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Ka.bupatcn Rejang Lcbong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraluran Pcrundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparalltr Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

.. 



Menetapkan : 

4. Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemba.ran Negara Rcpublik lndoncs .. ia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemba.ran Nega,·a 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 I 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8 . Pera tu ran Menteri Pariwisata Nomor 2 1 Tahun 20 I 6 ten tang 
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bldang Pariwisata (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997); 

9. Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan $ usu.nan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubah.an Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentuka.n dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejaag Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANO KE:DUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUOAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA OINAS 
PARIWISATA KABUPATEN RE.JANG LEBONO 

BABI 
l<ETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Oaerah a.dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas 
oto·nomi dan tugas pembantua.n dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
si:stem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lodonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 
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4. Bupati adalah Bupati Rejang L.ebong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas <laerah, lembaga teknis daerah, kecarnat.an, dan kelurahan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Rejang L.ebong. 
7. Oinas Pariwi:::;ata adaJah Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang L.ebong. 
9 . Sekreta,iat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis adalah 

Sekreta1iat, Bidang, Seksi, Sub Bagian, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Pariwisata Kabupaten Rejang L.ebong. 

10. PegawaJ Negeri S ipil yang selanju tnya disingl<a t PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkal sebagai Pegawai ASN 
sccara tetap o leh pcjabat pembina kepegawaian u.ntuk mcnduduki jabatan 
pcmerintahan. 

11. Jabatan F'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi rungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelaya.nan fungsional yang berdasarkan pada kcahl.ian dan 
ketetampilan tertentu. 

12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
mngka mcmimpin suatu satuan organisasi negara. 

BAB Tl 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas Pariwisata Tipe 8 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 
pariwiaata dan sub urusan bidang ekonomi kreatif yang dlpimpin oleh Kepala 
Dinas. 

Pasa.l 3 

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang pariwisata dan sub uru san bidang ekonomi 
lo-eatif yang mcnjadl kewenangan Oaerah dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Daerah. 

(21 Dloas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) menyelenggaral<an fungsi: 
a. perumusan kebljakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasoya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d, pclaksanaan administrasi di:nas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsl lain yang diberikan o leh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

BAB Ill 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 4 

Dinas Pariwisata tcrdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekreta.riat.; 
c. Bidang Destinasi dan lndustri Parlwlsata; 
d. Bidang Pemasaran Pariwisata; 
e. Bldang Ekonomi Kreatif; 
f. Unit Pelaksana Teknis; dan 
g. Kelompok Jabatan Pungsional. 
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PasaJS 

(l} Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rauruf a, dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupad 
metalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huru r b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurur c. d dan e dipimpin o leh 
Kcpala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung j awab kepada Kepala 
Dinas me1a.lui Sekreta.ris. 

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dipimpin 
oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

BABIV 
TUOAS DAN F'UNGSI 

Bagian Kcsatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

(I) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupad dalam melaksanakan 
urusan pemerinta.han bidang pariwisata dan sub urusan bidang ekonomi 
kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Dae rah . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (]}, Kepala Dinas 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pariwisata; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata; 
c. pengoordinasian pelaksanaan program da.n kegiatan di bidang pariwisata; 
d. pelaksanaan pengendalian tcrhadap pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pa.riwisata; 
e. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; 
f. pelaks.anaan pembinaan tekrus dan administratif pada Unit Pelaksana 

Teknis Dines dan pcjabat fungsional di lingkungan Oinas; 
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 
berlaku; 

h . pelaporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan 
fungsinya kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

(! } Sckretariat mempunyaJ tugas penyusunan program kerja, mengelola u.rusan 
keuaogan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pertengkapan, 
dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian identifikasi produk hukum 
daerah sena menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!}, Sekretarlat 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat; 
b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran ~larnja Dinas; 
c. penyelenggaraan urusan tata usaha Dlnas, rumah tangga Oinas. urusan 

perlengkapan dan urusan kepegawaian di Ungkungan Oinas; 
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d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan 
administrasi kcpada bidang-bidang lain d i lingkungan Dinas; 

e. pelayanan infonnasi publik di bidang Pariwisata; 
r. pcngoordinnsian idcnlifikosi produk hukum daerah; 
g. pcngoonlinasian dan pengidentifil<asian permasaJa.han pada bido.ng teknis 

dalam mclaksanakan tuga.s fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam 
pcnyelt:saian perrnasalnhan pada Dinas: 

h. pcngevaluasian pclaksanaan tugas Sek:retariat; 
i. pcnyusunan laporan pclaksanaan tugas Sekretariat; dan 
j . pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tuga$ dan fung$inya . 

Pasal 8 

(I) Sekrctarint, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Pcreneanaan dan Kcuangan; dan 
b. Sub Bagian Umum, Kcpegawaian dan Komunikasi Publik. 

(2) S ub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) d lpimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang bcrada d ibawa h dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasa.J 9 

(ll Sub Bagian Perencanaan dan l(euangnn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ay:i.t (1) huruf a, mempunyai tugas peoyu?Junan rencana program, evaluasi, 
pe la.poran, verifikasi dan keuangan Dinas. 

(2) Untuk meluksanakan tugas sebagaimnna dimo.ksud pndn aynt ( I }, Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan mcmpunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan program dina.s; 
b. pengoordinasia.n penyusunan program di nas; 
c. pengelolaan administrasi keuangan; 
d. pengumpulan , pengclolnan dan analisis data dinas; 
e. pengevaluasian. kegiatan bulnnan, triwulan, semester dan tahunan serta 

menyampaikan laporan semester, tahunan dru, Uma tahunanj 
f. petaksanaan monitoringJ evaluasi dan pcnyusunan laporan kinerja dinas; 

dan 
g. pelaksanaan fungsi la.in yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan rungsinya. 

Pasal 10 

(I) Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Komunikasi Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (II huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan 
persuratan, tata us.aha, kearsipan, ad.ministrasi kepegawaian, perlengkapan, 
rumah tangga, penataan barang millk negara/daerah dan pelayanan 
komunikasi publik di bidang pariwisata. 

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian 
Umum, Kepegawaian dan Komu nikasi Publik mempunyai fungsi : 
a. pela.ksanaan urusan pcrsuratan dan kearsipan Dinas; 
b. pelaksanaan urusan ta.ta usaha Dinas; 
c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas; 
d . pelaksanaan penataan barang milik negara/daerah; 
e. pelaksanaan pengadmjnistrasian urusan persuratan , urusan tata usaha, 

kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, 
ru mah tangga, penataan ba.rang milik negara/daerah: 

r. pelaksanaan pelayanan komunikasi pu blik di bidang pariwisata; 
g. pelaksanakan evaluasi urusa.n persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, 

urusan admlnistrasi kcpegawaian, urusao perlengkapan, rumah ta.ngga, 
penataan barang milik negara/daerah dan komunikasi publik; 
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h. pclaporan kegiatan u rusan pcrsuratan, urusan tata usaha, kearsipan, 
urusan admlnistrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, 
penataan barang milik negara/daerah dan komunlkasi publik; dan 

i. pelaksanaan rungs! lain yang diberikan oleh Sekretarls terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Destinasi dan Jndustri Pariwisata 

Pasal I I 

(l ) Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata mempunyai tugas penyusu nan 
rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaa.n dan 
pcngembangan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi dan industri 
pariwisata. 

(2} Untuk melaksaoakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!}, Bidang 
Destinasi dan lndustri Pariwisata mempunyai fungsi: 
a. penyiapan, pcnyusunan dan pcru.musan 1<.ebijakan dan rencana program 

kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata; 
b. penyusunan norma, standar, proscdur dan, kriteria di bidang destinasi dan 

inrlustri pariwisat.a; 
c. pelaksanaan pembinaan dan blmbingan kepada bawahannya dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pada masi.ng·masing seksi di bawahnya; 
d. penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data bahan perumusan 

kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata yang disampaikan 
o leh bawahan: 

e. penyu sunan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbinga.n teknis, 
pcmbinaan dan pcngembangan di bidang dcstinasi dan industri pariwisat.a; 

r. perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan 
pengembangan di bidang destina_s i dan ind ustri paciwisata~ 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kegiatan di 
bidang dcstinasi dan industri pariwisatai 

h. penyampaio.n inronnasi, pcrtimbangan, saran dan laporan pelaksanaan 
kcgiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata kepada Kepala Oinas; 

i. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang destinasi dan 
industri pariwisata: 

j. pembcrian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan petaturan p~rundang .. undan.gan yang berlaku; dan 

k. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan olch Kepala Dinas tcrkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(l} Bidang Destinasi dan lndustri Pariwisata, terdiri dari: 
a, Seksi Pengemllangan Daya Tarik Wisata; 
b. Seksi Pengembangan Kawasan Parhvisata; dan 
c. Seksi Pengcmbangan lndustri Pariwisata. 

(2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
be rad a dibawa.h dan bertanggung jawab kepada Kcpala Bidang. 

Pasal 13 

( I} Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat ( I) huru f a, mempunyai tugas menyiapkan dan mcnyusun rumusan 
kebijakan. koordinasi, birnbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, 
evaluasi dan pclaporan bidang destinasi dan industri pariwisata lingkup u rusan 
pengembangan daya tarik wisata. 

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (! ), Scksi 
Pengcmbangan Daya Tarik Wisat:a mcmpunyai fungsi : 
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a . penyusunan rencana kegiatan dM pcrumusan kebija.kan serta langkah· 
langkah pembinaan dan pengembangan daya tanik wisata mencaku p 
perancangan destinasi, amenitas, aksesibiltt.as dan ekosistem pariwisata; 

b. pcngoordinasian pembagian tugas dan membimbing bawaban dalam 
perumusan kcbijakan serta Iangkah-langkah pembinaan dan 
pengembangan daya tarik wisata mencakup pcrancangan destinasi, 
amenitas. aksesibllitas dan ckosistem parhvisa.ta.; 

c. pemeriksaan hasil pengembangan daya tarik wisata mencakup perancangan 
destinasi, amenitas, aksesibilitas dart ekosistcm pariwisata~ 

d. pengumpulan dan pengolaan data pengembangan daya tarik wisata 
mencakup perancangan deslinasi, ame.nitas. aksesibilitas clan ekosistexn 
pa.riwi.sata untuk inronnasi dan data dasar~ 

e . pelaksanaa.n pendataan dan mcnyusun sta.ndar prosedur dan kriteria 
pengembangan daya tarik wisata; 

f. melakukan monito ring dan evaluasi kegiatan pengembangan daya tank 
wisata berdasarkan petunjuk dan pedoman pelA,ksanaan cvaluasi agar tugas 
da.pat dilaksanakan dengan baik 

g. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawaban 
sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang bel'laku; 

b. penyampaian laporan hasil kegiatan kepada atasan &eeara periodik sesuai 
dengan kctentuan yang berlaku; da.n 

i. pelaksanaan fungsi lain yang dibenJ<an oleh Kepala Bidang terkait dengan 
t\lgas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(I) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1 ) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rumusan 
kebijakan, koordinasi, bimbingan tcknis, pembinaan dan pengembangan, 
evaluasi dan pelaporan bidang destlnasi da.n industri pariwisata lingkup urusan 
pengembangan kawasan pariwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Seksi 
Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunya.i rungsi: 
a. penyusu.nan tencana kegiatan dan perurnusan kebijakan sena langkah• 

langkah pembinaan dan pcngcmbangan kawasan wisata pembangunan dan 
perintisan perturnbuhan kawasan pari,visata daerah; 

b. pengoordinasian pembagian tugas dan membimbing bawahan dalam 
peru musan kebijakan scrta langkah-langkah pembinaan dan 
pengembangan kawasan wisata; 

c. pengumpulan dan pengolaa.n data pengembangan kawasan wisata untuk 
informasi dan data dasar; 

d. pelaksanaan pendataa.n dan menyusun standar prosedur dan kritcria 
pengembangan kawasan wisata; 

c. pe la.ksanaan bimbingan teknis dan supervisi sena koo:rdinasi dengan pihak 
terkait daJam pelaksanaan kebijakan pcngembangan kawasan wisata; 

f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan 
wisata berdasarkan pctunjuk dan pedoman pelaksanaan evaluasi agar tugas 
dapat dilaksanakan dcngan baik 

g. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawaha,, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bc-rlaku; 

h. penyampaian laporan hasil kegiatan kepada atasan seeara periodik sesuai 
dcngan ketentuan yang berlaku; da.n 

i. pelal<sanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala B idang lerkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

· - .-.:,- -;-;y.,-,...-, 
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Pasal 15 

Cl) Seksi Pengembangan lndustri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ~yat ( II huru( c, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rumusan 
keb1Jak~, koordmasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, 
evaluas1 dan pc~apom.n bidang deslinasi dan industri pa.rlwisata ling.kup urusan 
pengembangan mdustri pariwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II, Seksi 
Pengembangan lndustri Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebljakan serta langkah

langkah pembinaan dan pengembangan induslri pariwisata; 
b. pengoordinasian pembagian tugas dan membimbing bawalian dalam 

perumusan kebijakan serta langkah-langkah pembinaan dan 
pengcmbangan industri pariwisata; 

c. pengumpulan dan pengolaan data pengembangan induslri pariwisata untuk 
informasi dan data. dasar; 

d . pelaksanaan pendataan dan menyusun standa.r prosedur dan kriteria 
pengembangan industrl pariwisatai 

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dengan pihak 
terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan induslri pariwisata; 

f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan indust.ri 
pariwisata be.rdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan evaluasi agar 
tugas dapat dilaksanakan dengan ba!k 

g. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakui 

h. penyrunpajQn laporan hasil keginta.n kepado. atasa_n secara periodik se$uai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya 

Bagian Keempal 
Bidang Pemasaran Pariwisata 

. . Pasal 16 

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mcmpunyai tugas penyusunan rumusan 
kebijaka.n, koordinasi, bimbingan tc.k.nis, pembinaan dan pengembangan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pa:riwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Pcmasaran Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. penyiapan, penyusunan dan perumusan kebijakan dan rencana program 

kegiatan di bidang pemasaran pariwisata; 
b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran 

pariwisata; 
c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada bawahannya dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing seksi di bawahnya; 
d. penghimpunan, pengolahan d.an penganalisaan data balian perumusan 

kebijakan di bidang pemasaran pariwisata yang disampaikan oleb 
bawahan; 

e. pcnyusunan ba.han rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan tek:nis, 
pembinaan dan pengembangan di bidang pemasaran pariwisata; 

f. perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelengga.raan 
pengembangan di bidang pemasaran pariwisata; 

g. pelaksanaan monitoring dan cvaluasi pcoyusunan laporan kegiatan dj 
bidang pemasa.ran pariwisata; 

h. penyampaian infonnasi, pertimbangan, saran dao laporan pelaksanaan 
kegiatan di bidang pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; 

i. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemasaran 
pariwisata; 
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j. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menMdatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

( 1) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari: 
a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata; 
b. Seksi Promosi Pariwisata; dan 
c. Seksl Riset dan Analisis Data Pariwisata. 

(2) Seksi sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 18 

(I) Seksi Strategi Pemasa.ran dan Brand Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (I) hurur a , mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun 
rumusan kebijakan, koordinasi, blmbingan teknis, pembinaan dan 
pengembangan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwlsata lingkup 
urusan strategi pemasaran dan brand pari\\risat..a. 

{2) Untuk melaksanakan lU8/lS sebagaimana dimaksud pada ayat (II, Seksi 
Strategi Perna.saran dan Brand Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kcgiat.a.n dan perumusan kcbijakan serta Jangkah

langkah pembinaan dan pengembangan strategl pemasaran dan brand 
pariwisata; 

b. pengoordinasian pembagian tug.as dan membimbing bawahan dalam 
perumusan kebijakan serta langkah-langkah pembinaan dan 
pengcmbangan strategi pema.saran dan brand pariwisata; 

c. pengana.Jisaan dan penyusunan strategl pema-sa.ran dan brand pariwisat.a; 
d. pengumpulan dan pengolaan data pengembangan stmtegi pemasaran dan 

brand pariwisata untuk informa~i dan data dasar; 
e. pelaksanaan pendataan dan menyusun standar prosedur dan kriteria 

pengembangan strate,gi pema.saran dan brand pariwisata; 
f. pelaksanaan bimbingan tekn is da.n supeJVtsi serta koordinasi dcngan pihak 

terkait dalam pelaksanaan kebijakan pcogembangan strategi pemasaran 
dan brand pariwisata; 

g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan strategi 
pemasaran dan brand pariwisata berdasarkan petunjuk dan pedoman 
pelaksanaan evaluasi agar tu gas dapat dilaksanakan dengan baik 

h. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan pcra.tura.n pcrundang-u ndangan yang berlaku; 

i. penyampaian laporan has il kegiatan kcpada atasan secara periodik sesuai 
dengan ketentuan yang berla:ku; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Seksi Promosi Pariwisata sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I) huruf 
b, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rumusan kebijakan, 
koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, evaluasi d.an 
pelaporan di bidang pemasaran pariwisata lingkup urusan promosi pariwisata. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), Seksi 
Promosi Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan serta langkah

langkah pembinaan dan pengembangan promosi pariwisata; 
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b. pengoordinasian pembagian tugas dan mcmbimbing bawahan dalam 
perumusan kebijakan serta langkah-langl<ah pcmbinaan dan 
pengembangan promosi pariwisata; 

c. penganalisaan dan penyusunan st:rategi pengembangan promosi pariwisata; 
d. pengumpulan dan pengolaan data pcngembangan promosi pariwisata untuk 

infonnasi dan data dasar; 
e. pelaksanaan pendataan dan menyusun standar prosedur dan kriteria 

pengembangan promosi patiwisata: 
f. pe.laksanann bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dengan pihak 

terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan promosi pariwisata; 
g. melaku kan moniroring dan evaluasi kegiata.n pengembangan promosi 

parh\'lsata berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan evaluasi agar 
tug;,s dapat dilaksanakan dengan baik 

h. pcmbcrian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku; 

i. penyarnpaian laporan hasil keg.iatan kepada atasa.n sceara periodik -sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bi dang ttrkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

PasaJ 20 

(I) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
a_yat ( 11 huruf c, mempunyal tugas menyiapkan d.an mcnyusun rumusan 
kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pcngembangan, 
evaluasi dan pclaporan di bidang pemasaran pariwissta Hngkup urusan riset 
dan analisis data pariwisaLa . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I Seksi Riset 
dan A.rtaliSi$ Data Pariwisata mernpunyai fungsi: 
a . penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kcbijakan serta langkah

langkah pembinaan dan pengembangan riset dan analisis data pariwisata; 
b. pengoordinasian pembagian tugas dan membimbing bawahan dalam 

pcrumusan kebijakan serta langkah-langl<ah pcmbinaan dan 
pengembangan risct dan ana1isis data, pariwisata; 

c . penganaJisaan dan pcnyusunan straregi pengembangaa promosi pariwisata; 
d . pengumpulan dan pengolaan data pengembangan riset dan analisis data 

pariwisata untuk informasi dan data dasar, 
e . pelaksanaan pendataan dan menyusun standar prosedur dan kriteria 

pengembangan riset dan analisis data pariwisata; 
f . pelaksanaan bimbingan teknis dan supeivisi serta koordinasi dengan pihak 

terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan riset dan analisis data 
pariwisata; 

g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan riset dan 
anaJisis data pariwisata berdasarkan pctunj uk dan pedoman pelaksanaan 
evaluasi agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik 

h . pemberian prestasi kerja, mengisi dan mena.ndatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku; 

i. penyampaian laporan hasil kegiatan kepada atasan secara periodik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

j . pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Ekonomi Kreatif 

Pasa121 

(I) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tu gas merumuskan standar kebijakan di 
bidang ekonomi kreatir berbasis media, desain, IPTEK, s.cni, budaya dan 
pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya. ·- -
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(2) Untuk '?'claksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
li:konorru Kreatif mempunyai fungsi : 
a. penyiapan 1 penyusunan dan perumu:sa.n kebijakan dan rencana program 

kegiatan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, IPTEK, seni, 
budaya dan pengernbangan serta fasilitasi sumber daya alarn dan manusia; 

b. pe.nyusunan nonna, staodar, prosedur dan kriteria d1 bida.ng ekonom1 
kreatif berbasis media, desain, IPTEK, scni, budaya dan pengembangan 
scrta fa.silitasi sumber daya alam dan manu.siat 

c . pelaksanaan pcmbinaan dan bimbingan kepada bawabannya dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing seksi di bawahnya; 

d . penghimpunan, pengolahan dan penganaUsaan data bahan perumusan 
kebijakan di bidang ekonoml kreatif yang disampaikan oleh bawahan; 

e. penyusunan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, 
pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, 
desain, IPTE:K, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya 
aJam dan manusia; 

f. perumusan dan penyiapan juldak dan juknis penyelenggarsan 
pcngembangan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, lPTli:K, 
seni, budaya dan pengembangan serta fasmtasi sumber daya alam dan 
manusia; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan taporan kcglatan di 
bidang el<onomi kreatif berbasis medria, desain, IPTEK. seni, budaya dan 
pe.ngembangan serta fasiHtasi sumber daya alam dan manusia; 

h. penyampaian informasi, pertimbangan, saran dan laporan pelaksanaan 
kegiatan di bidang ekonomi kreatif kepada Kepala Dinas; 

i. penyiapnn bahan koord.inasi dengan instrulsi terka.it di bi.dang ekonomj 
kreatif: 

j. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-,u, dangan yang berlaku ; dan 

k. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Oinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

(I) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari: 
a . Seksi Riset, Edukasi . Pengembangan SiDM dan lnfrastruktur; 
b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan 
c. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat [I) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Pasa123 

(1) Seksi Rlset, li:dukasi, Pengembangan SDM dan lnfrastruktur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat { I) huruf a , mempunyai tugas menyiapkan dan 
menyusun rumusan kcbijakan, koordinas:i, bimbingan teknis. pernbinaa_n dan 
pengembangan 1 cvaluasi dan pelaporan bidang ekonomj kreatif lingkup urusan 
riset, edukasi, pengembangan SOM dan infrasrruktur. 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Riset, 
Edukasi, Pengembangan SOM dacl hifrast.nuktur mempunyai fungsi : 
a. penyusu nan rencana kegiatan dan peru musan kebijakan serta langkah

langkah pembinaan dan pengembangan lingkup urusan riset, edukasi, 
pengembangan SOM dan lnfra.struktur; 

b. pengoordinasian pembagian tugas dan membirnbing bawahan dalam 
perumusan kebijakan serta la.ngkah-langka h pembinaan dan 
pengcmbangan lingkup urusan riset, edukasi, pengembangan SOM dan 
infrastruktur; 

c. penganalisaan dan penyusunan strategi pengembangan Ungkup urusan 
riset, edukasi, pengembangan SOM dam infraslruktur; 
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d. pemcriksaan basil pengembangan lingkup u.rusan riset, edukasi, 
pengembangan SDM dan infrastruktur; 

e. pengu~pulan dan pengolaan data pengembangan lingkup urusan riset, 
edukas,, pengembangan SDM dan infrastruktur untuk informasi dan data 
dasar; 

f. pelaksanaan pcndataan dan menyusun standar prosedur dan kriteria 
pengembangan lingkup urusan riset, edukasi, pengembangan SDM dan 
infrastruktur; 

g. pelak_sanaan bimbingan teknis dan supervisl serta koordinasi dengan pihak 
terkait dalam pelaksanaan kebijaka n pengembangan lingkup urusan risct, 
edukasl, pengembangan SDM dan lnfrastruktur; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan lingkup 
urusan riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur berdasarkan 
petunjuk dan pedoman pelaksanaan evaluasi agar tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik 

i. pemberian prestas.i keJja, mengisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j . penyampaian laporan hasil kegiatan kepada atasan secara periodik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tcrkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal24 

{I) Seksi Akses Permodala,n dan Pemasaran sebaga,iman,>, dimi!.ks11(! (!@Jrun Pa.$11,I 
22 ayat ( l) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun ru.musan 
kebijakan, koorclinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, 
evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi krcatif lingkup urusan akses 
permodalan dan pemasaran. 

(2) Untuk melaksanalron tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi Akses 
Permodafan dan Pemasaran rnempunyai rungsl sebagai betikut: 
a. penyusunan rencana kegiatan dan perumusan kcbijakan serta langkah• 

langkah pembinaan dan pengembangan lingkup urusan akses pennodalan 
dan pemasaran; 

b. pengoordinasian pembagian tugas dan membimbing bawahan dalam 
pen.11nusan kebijakan serta langkah-langkah pemblnaan dan 
pengembangan tingkup urusan akses pcrmodalan dan pemasaran; 

c. penganalisaan dan penyusunan ~tratcgi pengembangan lingkup urusan 
akses permodalan dan pemasaran; 

d. pemeriksaan hasil pengembangan Jingkup urusan akses pe.rmodalan dan 
pemasaran; 

c. pengumpulan dan pengolaan data pengembangan lingkup urusan akses 
permodaJan dan pemasaran untuk inrormasi dan data dasar; 

f. pela.ksanaan pendataan dan menyusun stnndar prosedur dan kriteria 
pengembangan lingkup urusan al<ses permodnlan dan pemasarani 

g. pelo.ksru,aa.n bimbingan teknis dnn supervisi serta koordinasi dengan pihal< 
terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan lingl<up urusan akses 
permodalan dan pemasaran; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tingkup 
urusan akses permodalan dan pemasaran berdasarkan petunjuk dan 
pedoman pelaksa.naan evaluasi agar tugas dapat dilaksanakan dcngan bail< 

i. pemberian prestasi kerja, mongisi dan menandatangani SKP bawahan 
sesuai dengan petaturan perundang-undangan yang bcrlaku; 

j . penyampaian laporan hasil kegiatan kepada atasan secara periodik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

k. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepnla Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
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Pasal25 

(1) S~ksi rasilitasi HK! dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah sebagaimana 
d1maksud dalam PasaJ 22 ayat {I) huruf c, mempunyal tugas menyiapkan dan 
menyusun rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan Leknis, pembinaan dan 
pengembangan, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi kreatif lingkup urusan 
fasilitasi HKJ dan hubungan antar lembaga dan wilayah, 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima,ksud 1Pada ayat (1), Seksi 
F'asilitasi HKI <Ian Hubungan Ani:a,- Lembaga dan Wilayah mempunyal fungsi : 
a. pcnyusunan rencana kegiatan dan perumusan kebijakan serta langkah

la.ng.kah pembinaan dan pengembangan lingkup uru san fasilitas_i HK.I dan 
hubungan antar lembaga dan wilayah; 

b. pengoord inasian pembagian tugas dan membimbing bawahan da1am 
perumusan kebijakan serta langkab-langkah pembinaan dan 
pcngembangan linglcup urusan rasilitasi HKJ dan hubungan antar lembaga 
dan wilayah i 

c. penganalisaan dM penyusunan strategi pcngembangan iingkup urusan 
fasilit.asi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah; 

d. pemeriksaan hasil pengembangan lingkup t.1rusan fasilitasi HK! dan 
hubungan antar lembaga dan ,vilayah; 

e. pengumpulB;n dan pengo)aan data pengembangan Hngkup urusan fa.silitasi 
HKI dan hubungan antar lembaga dan ,vilayah untu k infonnasi dan data 
dasar; 

r. peJaksanaan pendataan cJan menyusun standar prosedur dan kriteria 
pengembangan lingkup urusan fasilitasi HKJ dan hubungan antar lembaga 
dan \viJayah; 

g, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dengan pihak 
terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan lingkup urusan 
fasilitasi HKl dan hubungan anlar lembaga dan ,vilayah; 

b, melakukan monitoring dan evaluasi kegiat.an pe,ngembangan lingkup 
urusan fasilitasi HKI dan hubungan antar lernbaga dan \vilayah 
berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan evaluasi agar tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik 

i. pemberian prestasi kerja, mengisi dan menandatangani SKP bawa.han 
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang l>erlaku; 

j, pcnyampaian laporan hasiJ kegiatan kepada atasan secara periodik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PEl,AKSANA TEKNIS 

Pasal 26 

(\) Pada Dinas Pariwisata Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang 
melaksanakan kcgiatan tcknis operasional dinas. 

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan, 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl, 

Pasal 27 

(l) J<elompok Jabatan Fungsional, terdiri dari seju mlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagaJ kelompok sesual dengan 

bidang keahliannya. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
okleh seorang tenaga [ungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab 
epada Kepala Dinas, 

13) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada aya, II), ditentukan 
berdasarkan kcbutuhan dan beban kerja. 

(4) Jen,s .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sesua1 dengan ketcntuan peraturan Perundang-undangan. 

BABVII 
l<EPEGAWAJAN 

Pasal 28 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagjan, Kepala Seksi, Kepala 
Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, dlangkat dan dibcrhcntikan oleh 
BupatI sesua1 peraturan perundang-undanga.n. 

Pasal 29 

(I ) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib a tau jabatan pimpinan tinggi 
prata.ma. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator. 
(3) Kepala 131dang mcrupakan jabatan eseton lllb atau jabatan administrator. 
{4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau 

jabatan pengawas. 

BABVlll 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 
Pasal 30 

{I) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dru, 
jabatan rungsional wajib menerapk:an prinsip koordinasi. integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkung..1.n masing-maslflg unit maupun antar •satuan 
kerja yang Jain scsua.i dengan tugas dan fu ngs.inya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pariwisat.a wajib memimpin, membina, 
mengawasi, inengendaJikan, mengarnhkan dan mengevaluasi s.crta memberi 
petunjuk kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat strukturnl cti Dinas Pariwisata wajib 
melaksanakan fungsi pcngawasa.n melekat dalam unit kerja masing•rnasing 
da.n mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah 
sesuai dengan pcmturnn perundang•undangan. 

Bagian l<edua 
Laporan 
Pasal31 

( I) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pclaksanaan tugasnya secara 
periodik maupun scwaktu-waktu dan meroberikan penjelasan teknjs a.tau 
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pari111sa,a wajib mematuhi kebijakan yang 
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peJaksanaan tuga.s baik secara 
periodik maupun sewaktu-wa.ktu serta memberikan penjelasan te.knis atau 
kctcrangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) S~ti":p pimpi~an unit kcrja d i Dinas Pariwisata wajib mengolah laporan yang 
d ,tenma dan bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evalunsi dan 
laporan dalam .. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati guna 
perumusan keb1Jakan lebih lanjut. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAfN 

Pasal 32 

Struktur Organisasi Dinas Parlwisata sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini. 

BABX 
PENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang 
Leboag Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Parlwisata Kabupaten Rejang Lebong, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupatl lni sepanjang mengenai tel!nis 
pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempaumnya dalrun Serita Daerah Kabupaten Rejang 1-ebong, 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 31 M<ttf 2018 

SDAERAlf 
ANGLEBONG, 

Ditetapkan di Curup 1 
Pad a tanggal ?/ /flortr 20 I 8 

BUPATI REJANG LEBONG, 

H. 
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